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BUPATI ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

[



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Menetapkan

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.

2. Bupati adalah Bupati Enrekang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonomi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah Kabupaten Enrekang yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

9. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan.

BAB 1I
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG
JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2
(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
a. APBD, meliputi:
1. uvang representasi;

2. tunjangan keluarga;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

tunjangan beras;
uang paket;

tunjangan jabatan;

AN LI ol

tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan,
meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif ; dan
2. tunjangan reses.
Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3
Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan.
Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok
Bupati.
Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka
3 diberikan setiap bulan.

Tunjangan Kkeluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) besarannya sama dengan tunjangan
keluarga dan tunjangan beras yang diberikan kepada
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a angka 4 diberikan setiap bulan.
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Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang
bersangkutan.

Pasal 6
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka S diberikan setiap bulan.
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen)

dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7
Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam
badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan
pembentukan perda, badan kehormatan atau alat
kelengkapan lain.
Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk
jabatan:
a. ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketua sebesar 5% (lima persen);
c. sekretaris sebesar 4% (empat persen); dan
d. anggota sebesar 3% (tiga persen).
dari tunjangan jabatan ketua DPRD
Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama kelengkapan
lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8
Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan setiap
bulan dalam rangka peningkatan kinerja kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD.
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Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b angka 2 diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9
Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditentukan
berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan
umum daerah dikurangi dengan belanja PNS dan
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak S (lima) kali; atau
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.
dari uang representasi ketua DPRD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejateraan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.
Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pimpinan DPRD juga disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan

c. belanja rumah tangga.
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Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan

b. tunjangan transportasi.

Pasal 11
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
juga diberikan kepada istri dan anak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD juga disediakan
pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui
status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan
dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan
anak.

Pasal 12

Tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan

huruf ¢ berupa Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian diberikan sesuai .dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d

berupa pakaian dinas dan atribut terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1
(satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
(satu) tahun;
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c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5
(lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun;

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun;

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi,

efektifitas dan kepatutan.

Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas

dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DRPD sesuai
standar berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan
bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
APBD.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik
kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara

dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti,
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rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan

dalam leadsan hailz lenada Pemerintah Daerah naling
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lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir
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Pasal 15
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Tunjangan pcrumahan dan tunjangan transportasi bagi
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terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
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Pasal 17

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama

tau istrinya

1a

dan Anggota DPRD yang suam

impinan

(2) Bagi P

Enrekang tidak diberikan tunjangan perumahan.

tidak diberikan

sementara

tunjangan perumahan dan

Pasal 18

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta tunjangan

Pasal 19

dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan

ana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4)

gaim

seba,

alitas, standar harga setempat yang berlaku, dan

-

rasion

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang

dibayarkan harus

1 yang

angan transportasi

i

un

(3) Besaran t

agi

batan b

Ja

dinas

berlaku untuk standar kendaraan

al.

iaya operasion

perawatan dan b
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besaran tunjangan perumahan dan

dimalksud padn
Pasal 20

oaimana

=g

ha
boleh melebihi

perumahan dan tunjangan

se

(4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka mendukung

anja

tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan bel

Sekretariat DPRD.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) huruf c.

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

agaimana

tangga seb.

tau sampai dengan 1 (satu)

ari a
’

-

1

Bagian Ketiga
Pasal 21

bulan uang representas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan atau

mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

a. masa bakti kurang d
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BAB III

BEILANTA DENTINJANG KEQGT

________ LA L ALJ. LIRS W R LV Ry A WO ]

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Relanja penuniang

egiatan DPRD disediakan untuk

mendukung kelancaran tugas, fungS1 dan wewenang DPRD
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. penmgkatan kapasitas dan profesionalisme sumber

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan

lramanvaralatan: dan
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6. program lain sesuai dengan tugas, fungsi dan
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b

b.

.
?

dana operasional Pimpinan DPRD

kelengkapan DPRD

belanja sekretariat fraksi.

€.

ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

Pasal 23

diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan

Pasal 24

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan

kegiatan operasional yang berkaitan dengan

.

menunjang

(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

S

-

penganggarannya disusun secara kolektif oleh Sekret

.
.

a. ketua DPRD dengan kemampuan keuangan daerah

atau

?

2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali

tasi Ketua DPRD.

ari uang represen

d

L

aling banyak 4 (empat) kal

g8, p

3. rendah, paling banyak 1.5 (satu koma lima) kali;

1. tin

ana dimaksud pada

gaim

(3) Pemberian dana operasional seba



-14-
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan

dana operasional setelah

sisa

terdapat

(4) Dalam hal

Pasal 25
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c

pada ayat (3) tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran,
(5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk

1g

Tro ey
J

dalam alat kelengkapan

-

rmin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)
DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud

mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai
alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai
dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang

dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

wewenang DPRD yang terce

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
dimaksud pada ayat (2).
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(5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
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DPRD sebgggimgna dimalksud D da avat (1) dilalrulan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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atau tim ahli alat kelengkapan DPRD memperhatikan
tandar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (1)

huruf d adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang
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ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
“““““ dang-undangan.

plluniualig- u zda.us 2

(4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli
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Peraturan Bupati.
Pasal 27
(1) Relania sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam

DPRD scsuai kcbutuhan DPRD dan kemampuan kcuangan
daerah.
{2} Bclanja sckrctariat fraksi terdisi atas :

a. penyediaan sarana, meliputi :

2. kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana

b. penyediaan anggaran, meliputi :

b

.
1 mcnuhan kcbutuhan belanja alat tulis kantor; dan

2. makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di
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PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 28
(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan
DPRD merupakan anggaran belanja DPRD vang diformulasikan

ke dalam rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
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(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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Pasal 29
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pejabat yang berwenang tetap diberikan hak keuangan dan
Cupa uaiig repicsc :L&Si, uaig pa.ka., Lunjangau

keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan
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tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang

(tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD
™

dipcrsamakan dengan Pimpinan DPRD defenitif yang digantikan

terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya .
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Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
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Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang
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Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

teralchir den

gan Peraturan Daerah Kahn

Yabunaten Bnrekang Nomor 2 Tzhun 2005 tentans Kedudiukan
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Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Enrekang [Lembaran Daerah Yabupaten Enrekang Tahun 2007
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Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan

Administratif Pimninan dan Angeota DPRD dicabut dan dinvatakan
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tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan daerah ini mulai herlaku nada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Tt sesmen Thranem~l Sam e A moam e B e PN (PR R i [ T, Tse—
era =] b= =1 OonSan SeNcCImnaiannyv S s ) =
Iolaiuiall Lravialil LIl UCLIpEaAll PUIItInippalalliily ualallil  Llliivaiall

Daerah Kabupaten Enrekang.
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pada tanggal 18 Agustus 2017
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Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
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